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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka
mengikuti pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil. Oleh sebab itu, untuk mengetahui
tingkat akuntabilitas pemerintah, perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah  (LAKIP)  adalah  Kementerian/Lembaga  Negara, ~ Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan
unit Kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh
pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran, Pemerintah
Daerah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang
merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu
instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang
ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen
LAKIP bukanlah dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain, yakni
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra),
Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Penetapan Kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
adalah menyajikan pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah, dalam hal ini adalah
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tapanuli Utara, dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan
dalam Dokumen Penetapan Kinerja di awal tahun anggaran sebelumnya. Dengan demikian
dokumen LAKIP dapat digunakan sebagai :
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1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan pembanding
hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja.

2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan Laporan
Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten - kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara jo. Undang -
undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan tentang Pembentukan
Kabupaten Dairi jo. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat Il
Mandailing Natal jo. Undang- undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang
Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Kerja Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 tahun 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 tahun 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2018;

18. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Kepala
Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi pada Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpaadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli
Utara;

19. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran
2018;
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1.2. Gambaran Organisasi

Gambaran umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok serta fungsi
yang dimiliki.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Tapanuli Utara, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten
Tapanuli Utara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang tugasnya dan melaksanakan koordinasi serta menyelenggarakan
pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Di dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai fungsi
sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan penyusunan program dinas.

b. Penyelenggaraan Promosi, Perencanaan, kerjasama dan pengembangan penanaman
Modal.

Penyelenggaraan pelayanan administarsi perizinan dan non perizinan,

. Penyelenggaraan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan.

. Penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

Penyelenggraan pemantauan dan evalusi proses pemberian pelayanan perizinan.
Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

@ oo oA

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara, maka organisasi
pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
‘Tapanuli Utara terdiri dari :




[image: image7.jpg]® ity b R b o |

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Program dan Keuangan;

w

Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Investasi :
a. Seksi Promosi;

b, Seksi Perencanaan dan Pengembangan;

c. Seksi Deregulasi dan Kerjasamay

-~

Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Informasi dan Pelaporan terdiri dari :
a. Seksi Pengaduan dan Pelaporan;

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;

c. Seksi Pengendalian Pelaksanaan;

5. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terdiri dari :

a. Seksi Perizinan Lainnya;

b. Seksi Pelayanan;

c. Seksi Perizinan Tertentu;

Berikut adalah gambaran struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara :
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA
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Adapun jumlah ASN Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2017 berjumlah 21 (dua puluh
satu) orang dengan rincian sebagai berikut :

a. PejabatEselonlla  : 1 (satu) orang
b. Pejabat Eselonllla  : 1 (satu) orang
c. PejabatEselonllib  : 3 (tiga) orang
d. PejabatEselon1Va  :11 (sebelas) orang
e. Staf/JFU : 5 (lima) orang

1.3. Aspek Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara

Visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang tertuang dalam RPJM Daerah
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara adalah : “Tapanuli Utara sebagai Lumbung
Pangan dan Lumbung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Wisata’.
Misi pembangunan jangka menengah meliputi :

1. Meningkatkan akses pendidikan dan menyiapkan pendidikan yang berkualitas.

2. Meningkatkan akses kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan gratis, khususnya di
Puskesmas.

3. Menjadikan Tapanuli Utara sebagai Industri Pertanian.

4. Menjamin ketersediaan bibit unggul dan pupuk bersubsidi dengan sistem bayar pasca
panen.

5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan untuk ‘memperluas pertumbuhan ekonomi,

penguatan integrasi wilayah dan interkoneksi dengan kawasan pembangunan di
sekitarnya.

6. Menjadikan desa sebagai pusat percepatan pembangunan.
- Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada
pelayanan publik (Good and Clean Governance) dengan sistem e-government.
8. Mengembangkan minat bakat generasi muda di bidang seni budaya dan olah raga.
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Tujuan yang hendak dicapai pada misi ketujuh sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu Kabupaten
Tapanuli Utara melalui perwujudan pelayanan publik yang prima.

Dalam rangka penyelarasan visi dan misi Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
telah menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja dalam bentuk program dan kegiatan
yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan
Pelaksanaan Anggaran (DPPA).

Dalam upaya peningkatan investasi dan pelayanan perizinan di Kabupaten
Tapanuli Utara, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tapanuli Utara selalu berusaha untuk berkoordinasi dengan instansi terkait,
baik di tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota lainnya serta dunia usaha. Baik
dalam upaya penyelesaian permasalahan/kendala di dalam pelaksanaan investasi maupun

pelayanan perizinan dengan melakukan sinergi terhadap program /kegiatan secara formal
maupun non formal.

Adapun permasalahan dan kendala yang masih dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tapanuli Utara antara lain :

1. Koordinasi kelembagaan investasi yang belum optimal dapat memperlambat upaya-
upaya peningkatan investasi;

2. Masih belum tersedianya informasi yang akurat dan minimnya dokumen pendukung
investasi (master plan, feasibility study, business plan) yang dibutuhkan oleh calon
investor dalam Kaitannya dengan rencana investasi;

3. Berlarut-larutnya Ranperda tentang Tata Ruang dan Wilayah yang sangat berpengaruh

terhadap aspek perencanaan dan pengembangan investasi;

Promosi potensi dan peluang investasi belum maksimal;

. Sarana dan prasarana kerja yang kurang memadai;

- Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai;

N oo @ os

- Tingkat kesadaran serta pengetahuan masyarakat dalam hal perizinan masih minim;

SV = I3
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Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara, schingga
berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang dilakukan.

P KABUPATEN TAPANULI UTARA | 2017

Akan tetapi ditengah keterbatasan yang dimiliki, Kabupaten Tapanuli Utara
memiliki peluang besar untuk memanfaatkan investasi sebagai salah satu pilar
pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Tapanuli Utara memiliki
beragam potensi dan daya tarik, diantaranya :

1. Pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal, sehingga memungkinkan untuk
pengembangan investasi di Tapanuli Utara;

2. Meningkatnya kebutuhan dunia terhadap hasil pertanian, perikanan, agro industri,
energi dan pertambangan yang merupakan potensi-potensi yang dimiliki oleh
‘Tapanuli Utara yang dapat ditawarkan kepada investor;

3. Pengembangan Bandara Silangit yang menjadi pintu masuk ke wilayah Tapanuli dan
sekitarnya yang mempermudah akses transportasi dan mobilisasi;

4. Selain memiliki potensi pariwisata Danau Toba, Tapanuli Utara juga memiliki potensi
wisata yang bersifat historis dan religius.

s zigiaiiss — W s
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BAB (I

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Strategi Organisasi

Aspek strategis beserta tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Utara, serta
penyelerasan yang dilakukan dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Utara
menjadi dasar penetapan visi dan misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara yang tertuang dalam Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019.

a Visi
Merupakan gambaran umum, arah serta kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli
Utara melalui penyelenggaraan tugas pokok serta fungsi dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun, yakni tahun 2014 - 2019. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, visi yang hendak
dicapal adalah : "Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing
Didukung oleh Pelayanan Prima Dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas".

b. Misi
Adapun Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tapanuli Utara yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian visi terdiri
dari:

1. Memberikan insentif, kemudahan dan fasilitasi investai;

2. Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan
terjangkau yang didukung dengan sumber daya manusia yang berkwalitas;

3. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh
pelayanan;

4. Meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan perizinan;

5. Mewujudkan sistem pelayanan yang terintegrasi (sistemonline)
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Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
Berdasar pada Rencana Strategis (Renstra), Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai sasaran strategis,
antara lain :

1. Terwujudnya pelayanan perizinan yang prima di Kabupaten Tapanuli Utara melalui
peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya aparatur dan
sistem kinerja yang baik.

2. Meningkatkan kapabilitas dan kualitas sumber daya manusia.

3. Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dan kepada para pelaku usaha di
bidang perizinan

4. Meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi izin, izin usaha dan investasi.

5. Memberikan akses yang luas kepada masyarakat tentang informasi seputar perizinan
melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Sasaran strategis tersebut memiliki 7 (tujuh) indikator kinerja dengan target
kinerja setiap tahun selama 5 (lima) tahun perencanaan. Seluruh indikator kinerja dalam
dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara merupakan Indikator Kinerja Utama, yaitu ukuran
keberhasilan dalam suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dan menyesuaikan

terhadap dokumen-dokumen perencanaan lain yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan
tugas dan fungsinya.

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke
dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang
memiliki kesamaan perspektif serta dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik
program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan
kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan
merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana kinerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara dan disusun mengacu
pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 - 2019,
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2.2. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan ketentuan, Perjanjian Kinerja Tahun 2017 adalah penetapan kinerja
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 yang
disusun berdasar pada Rencana Strategis Tahun 2014 - 2019, Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran
2017. Perjanjian Kinerja meliputi 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan perizinan yang prima di Kabupaten Tapanuli Utara melalui

peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya aparatur dan

sistem kinerja yang baik.

2. Meningkatkan kapabilitas dan kualitas sumber daya manusia.

3. Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dan kepada para pelaku usaha di

bidang perizinan

4. Meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi izin, izin usaha dan investasi.

5. Memberikan akses yang luas kepada masyarakat tentang informasi seputar perizinan
melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2017 :

‘Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja

N Sasaran T E—— Anggaran
o Strategis Kinerja ®p)
L[ Terwujudnya  pelayanan | Jamiah 1550 | Program Pelayanan
perizinan yang prima di | masyarakat | pemohon | Administrast Perkantoran.
Kabupaten Tapanuli Utara | pemohon 1. Penyediaan Jasa Surat-menyurat 4500000
melalut peningkatan | izin 2. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sobarsedlansi sk dai Sumber Daya A dan Listrk 25.000000
prasarana, kualitas sumber o Teystons, Jox ‘Adulisal
daya aparatur dan sistem Yo AEEAN
4. Penyediaan Jasa  Kebersihan
Hewmyesiele Kantor 22800000
5. Penyediaan Alat Tulls Kantor 111426300
6. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 50000000
7. Penyediaan  komponen  intalst
listrik/penerangan bangunan kantor 15.000.000

12
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© Penyediaan bahan bacaan dan
Peraturan perundang-undangan 20000000
9. Penyediaan  Makanan  dan
Minuman 25000000
10Rapatrapat  koordinasi dan
Konsultast ke luar daerah 100.000.000
| 11 Honorarium Pegaval
Honorer/Tidak Tetap 43400000
12Rapatrapat Koordinasi Dalam
Daerah 57475000
Program Peningkatan Sarana i
dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Peralatan Kantor 194435.000
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan  Perfinan  kenderaan
| dinas/Operasional 50000000
3. Pemelharaan  rutin/berkala
gedung kantor 25000000
4. Pemeliharaan  rutin/berkala
| perlengkapan gedung kantor 8500000
5. Pemelivaraan  Rutin/Berkala
peralatan Gedung Kantor 37500000
6. Pengadaan perlengkapan kantor |  144:190.000
7. Pembuatan loket pelayanan dan
‘pengaduan 62090000
8 Pembuatan jerajak  besi
dibelakang gedung kantor 57.030000
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
| 1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 8000000
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Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

Dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capalan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan
Ak Tahun

3. Penyusunan Realisasi Penerbitan
Izin Bulanan Triwulan

5848.000

4530000 |

|
8599700 |

| Meningkatkan kapalitas dan

kualitas  sumber  daya

manusia

Jumiah
Pendidikan
dan
Pelatihan
yang dikuti
oleh
Aparatur

10kall

‘Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

1. Pendiikan dan pelatihan formal

100.000.000

Memberikan akses yang uas
kepada masyarakat tentang
informasi seputar perizinan
melalui pemanfaatan

teknologi informasi

Tersedianya
‘website
perizinan
secara
online

Twebsite

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informast

1. Persiapan Penerapan Sistem
Informasi Perizinan Elektronik

2. Sosialsasi Informasi Perizinan
dan Non Perizinan

3. Penyediaan Jasa Administrasi
SPIPISE dan SIPID

93.274000

49,000,000

30000000

Meningkatkan Kinerja
pelayanan kepada
‘masyarakat dan kepada para
pelaku usaha di bidang

perizinan

Jumlah izin
yang

dikeluarkan

1550 izin

Program Penataan dan

Penyempurnaan  Kebijakan

Sistem dan Prosedur

Pelayanan Perizinan

1. Penyediaan Jasa  Pengelolaan
Perizinan dan Non Perizinan

2. Penyediaan Jasa Pembina dan
Tim Teknis Perizinan

3. Monitoring Kepemilikan Izin

4. Evaluasi Penyusunan SPM/SPP

5. Pembuatan Plang IMB dan Sticker
Izin Gangguan

32499.000
63560.100
43878500

17.600.000

15.000.000
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investasi melalui promosi

1

Inventarisasi Potensi Investasi di

Lama proses | 8hari | Program Penanganan
penerbitan Pengaduan Masyarakat
izin L Survey indeks  Kepuasan
Masyarakat 13.800.000
Program ‘Pengawasan
Pengendalian dan  Evaluasi
Perizinan Perizinan
1. Monkoring Pengawasan dan
Pengendalian Pasca Penerbitan
izin 17828900
5. | Meningkatkan nilal investasi | Jumiah 3investor | Program  Pengembangan,
dan pendapatan daerah dari | investor Promosi  dan  Kerjasama
retribusi izin, izin usaha dan | yang masuk Investast

dan kerjasama investasi Kab. Tapanuli Utara 20.000.000
2 Pembuatan Alat Peraga dan

‘Bahan Promoi Investasi 30.000.000
Pencapalan | 100% | Program Peningkatan Ikiim
target Investasi  dan  Realisasi

Ppenerimaan Investasi.

retribusi 1. Monitoring Evaluasi,
Pengawasan  dan Fasilitasi

Tavsonl 20000000
2. Koordinasi Antar Lembaga dalam
Pengendallan  Pelaksanaan

Teviatad 40000000
3 Bvalast  dan Analisa
Penyampatan Laporan Kegiatan

Penanaman Modal 15000000
4. Penyusunan Draft

Hukum/Peraturan Daerah 40.000.000
5. Sosialisast Kebijakan Penanaman

Modal 40,000000

JUMLAR 1784114500
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BAB (il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran
2017 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai
kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan,

3. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas Keluaran (output) dan
atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
Indikator keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diukur berdasarkan indikator kinerja
yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai dengan ketentuan,
indikator kinerja OPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli
Utara dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan
Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
‘Tapanuli Utara Tahun 2017

Adapun yang dimaksud dengan Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa
produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu
kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan, Sedangkan Hasi
(outcome) merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output)
kegiatan, serta merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa (fisik dan/atau non
fisik) dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara
realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada Tahun
Anggaran 2017, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tapanuli Utara telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai

16
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sasaran - sasaran strategls yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian capaian kinerja

menggunakan rumus :
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi akan menunjukkan rendahnya kinerja menggunakan

rumus :

Realisasi
Rencana

Capalan Indikator Kinerja =

x100%

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja
atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja

menggunakan rumus :

Rencana—(Realisasi-Rencana) 3 000,
Rencana

Capaian Indikator Kinerja =

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan
kategori sebagai berikut :

a. Lebih dari 100% = Sangat Baik (4)
b. 76% sampai dengan 100% = Baik (B)

¢ 56%sampaidengan75%  =Cukup (C)

d. Kurang dari 55% =Kurang (K)

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu
Pintu Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2017 disajikan
dengan membandingkan target dengan realisasi kinerja tahun ini. Sedangkan evaluasi
capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan,
analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang
menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambzran efektifitas dan
efisiensi pencapaian target kinerja. Perlu juga untuk dipahami, bahwa
keberhasilan/kegagalan program dapat juga dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan lainnya.
Dengan kata lain, masing - masing kegiatan mempunyai benang merah dan saling
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keterkaitan, sehingga kegiatan tertentu tidak bisa dibatasi hanya berpengaruh pada
program tertentu. Tidak jarang suatu kegiatan mempengaruhi realisasi program yang lain.

A. Sasaran Strategi |

Sasaran Indikator Kinerja  Target  Realisasi
Terwujudnya pelayanan perizinan yang Jumlah 1550 1602
prima di Kabupaten Tapanuli Utara pemohon izin pemohon

melalui peningkatan ketersediaan sarana
dan prasarana, kualitas sumber daya

aparatur dan sistem kinerja yang baik

Jumlah pemohon izin yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2017 mencapai 1602 pemohon atau
103,35% dari target yang ditetapkan semula, sehingga termasuk dalam kategori
Sangat Baik (A). Pencapaian ini secara umum disebabkan oleh terlaksananya
sosialisasi perizinan melalui media-media massa, semakin tercukupinya kebutuhan
akan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pelayanan perizinan,
penambahan kuantitas Sumber Daya Manusia melalui tenaga kontrak, tersedianya alat
tulis kantor, formulir perizinan, bahkan tercukupinya kebutuhan akan perbaikan -
perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor serta kebutuhan lainnya yang bersifat
rutin dan mendasar.

B. Sasaran Strategi Il

Sasaran Indikator Kinerja  Target Realisasi
Meningkatkan kapabilitas dan kualitas Jumlah diklat 10 kali 10 kali
sumber daya manusia yang dilkuti aparatur

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli
Utara terus meningkatkan kapabilitas dan kualitas aparatur. Peningkatan kualitas dan
kapabilitas ini secara langsung akan sangat berdampak, karena aparatur semakin
paham dan mengerti seluk-beluk tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli

Utara termasuk peran strategisnya dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten
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Tapanuli Utara. Diharapkan peningkatan kapabilitas dan kualitas aparatur akan
berdampak juga terhadap peningkatan kualitas penerbitan perizinan oleh Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan pada
pencapaian realisasi diatas, capaian indikator dari strategi ini mencapai 100%, dengan
kategori Baik (B). Pelatihan - pelatihan yang diikuti Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara diselenggarakan
oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ( PPTSP),
Propinsi Sumatera Utara serta penyelenggara swasta lainnya.

. Sasaran Strategi I1l

Sasaran Indikator Target Realisasi
Kinerja
Memberikan akses yang luas Tersedianya 1 1
kepada masyarakat tentang website/aplikasi website/aplikasi  website/aplikasi
informasi seputar perizinan perizinan secara

‘melalui pemanfaatan teknologi orlite

informasi

Capaian sasaran strategi ini adalah sebesar 100% dan termasuk pada kategori Baik
(B). Pencapaian ini dikarenakan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses
penerbitan perizinan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Online ( e-Marsada) yang
terintegrasi dengan pemanfaatan aplikasi online. Terkait dengan pemanfaatan websice,
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tapanuli Utara juga memanfaatkan Perizinan Online untuk mempermudah akses
masyarakat dalam kepengurusan izin. Pemanfaatan ini mencakup rekaman perizinan
beserta nilai investasi dan data pemohon yang dapat diakses 24 jam.

Pada saat ini Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tapanuli Utara sudah membangun sistem perizinan online yang tidak
hanya terbatas pada perizinan bidang Penanaman Modal, penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) serta Tanda Daftar Perusahaan (TDP), melainkan seluruh
perizinan yang menjadi wewenang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Sehingga diharapkan pelayanan
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D.

perizinan di Kabupaten Tapanuli Utara semakin meningkat dan dapat mempermudah
para pelaku usaha dan investor.

Sasaran Strategi IV

Sasaran Indikator Kinerja Target  Realisasi

Jumlah izin 1550izin 1602 izin
yang dikeluarkan

Meningkatkan kinerja pelayanan
kepada masyarakat dan kepada para

. g Lama proses Ghari 6 hari
pelaku usaha di bidang perizinan

penerbitan izin

a. Jumlah izin yang dikeluarkan

Jumlah izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 mencapai
1602 izin. Sehingga indikator pencapaian strategi ini sebesar 10335 % dan
termasuk dalam kategori Sangat Baik (A). Pencapaian ini tidak terlepas dari
terlaksananya kegiatan-kegiatan yang mendukung realisasi strategi dimaksud.
Penyediaan Jasa Pengelolaaan Perizinan dan Non Perizinan, penyediaan Jasa
Pembina dan Tim Teknis Perizinan, Monitoring Kepemilikan Izin, Evaluasi
Penyudunan SPM/SPP, Pembuatan Plang IMB dan Sticker ljin Gangguan, Survey
Indeks Kepuasan Masyarakat dan Monitoring Pengawasan dan Pasca Penerbitan
Izin adalah kegiatan - kegiatan yang sangat mendukung Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara dalam
mencapai target realisasi indikator kinerja tersebut.

b. Lama proses penerbitan izin
Rata - rata lama proses penerbitan izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
pada Tahun 2017 mencapai 6 (enam} hari. Dengan demikian realisast inf mencapai
100 % dan termasuk pada kategori Baik (B). Pencapaian ini tidak terlepas dari
berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mempersingkat waktu pemrosesan izin
serta memangkas berbagai persyaratan yang dianggap memberatkan pemohon

izin. Alur birokrasi penerbitan izin juga mengalami banyak perubahan,
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Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan izin menjadi salah
satu faktor kunci dalam mencapai realisasi ini. Sosialisasi persyaratan perizinan
yang terus diberikan kepada masyarakat melalui media massa dan media
elektronik juga berperan besar dalam hal ini. Sebab melalui sosialisasi ini, para
pemohon izin telah terlebih dahulu mengetahui persyaratan apa saja yang
dibutuhkan dalam penerbitan izin. Sehingga pada saat pemohon mengajukan
permohonan, hampir sebagian besar permohonan telah lengkap dan siap untuk
diproses. Ke depan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara akan berupaya mengurangi lama proses
penerbitan izin agar menjadi salah satu kemudahan yang ditawarkan oleh
Kabupaten Tapanuli Utara kepada para pelaku usaha dan calon investor.

E. Sasaran StrategiV

Sasaran Indikator Kinerja Target  Realisasi
Jumlah investor 3 investor 7 investor
Meningkatkan pendapatan daerah dari yang masuk
retribusi izin, izin usaha dan investasi Pencapaian target 100% 7644%

penerimaan retribusi

a. Jumlah investor yang masuk
Berdasarkan pada data yang diperoleh dari Sistem Pelayanan Informasi dan
Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), jumlah investor yang masuk ke Kabupaten
Tapanuli Utara pada Tahun 2017 sebanyak 7 investor dengan nilai investasi
sebesar Rp. 5.184.982.484,-
Berdasarkan penjelasan diatas, maka capaian indikator kinerja ini mencapai 233%
dan masuk pada kategori Sangat Baik (). Pencapaian ini tidak terlepas dari
berbagai upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapamult Utara, salah satunya adalah penerapan
Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) yang merupakan salah satu
media promosi yang bisa diakses oleh masyarakat luas melalui internet. Pada
umumnya investor ini bergerak di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro
(PLTMH).
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b. Pencapaian target penerimaan retribusi

Penerimaan pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan

berdasarakan Peraturan Daerah Kbupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010

tentang Retribusi Daerah Serta Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 21 tahun

2015 tentang perubahan Atas Tarif Retribusi ljin Mendirikan Bangunan, Retribusi

Tempat Penjualan Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi ljin Gngguan,

Retribusi ljin Trayek dan Retribusi ljin Usaha Perikanan pada Peraturan Daerah

Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah.

Realisasi pendapatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar

Rp. 2.549.164.803,- yang terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar

Rp. 1.123.373.203,-, Retribusi Izin Gangguan sebesar Rp. 1.405.573.200,-, Retribusi

1zin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebesar Rp. 585.000 serta Pendapatan

Denda Retribusi Izin Gangguan sebesar Rp. 19.633.400,-.

Secara keseluruhan total realisasi penerimaan retribusi yang dipungut Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Tapanuli Utara mencapai Rp. 2.549.164.803,- atau 78,44% dari target sebesar Rp.

3.250.000.000;- atau dengan kata lain terdapat kekurangan realisasi penerimaan

retribusi sebesar Rp. 700.835.197,-Tidak tercapainya target penerimaan retribusi
yang dibebankan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara disebabkan oleh :

1. Terbitnya Permendagri Nomor : 19 Tahun 2017 tentang pencabutan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Negeri Nomor: 500/3231/S| dan Surat Direktur Jenderal Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Daerah Negeri Nomor
500/3462/Bangda, dengan resmi mengumumkan penghapusan kewajiban
pelaku usaha untuk memiliki izin Gangguan Tempat Usaha (IG). Sehingga
terhitung sejak bulan September 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu tidak lagi menerbitkan Izin Gangguan beserta
pemungutan retribusinya.
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2. Jadwal penetapan P-APBD yang terlalu sempit dengan berakhirnya tahun
anggaran 2017, yakni 14 Desember 2017, schingga menyebabkan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
‘Tapanuli Utara tidak memiliki cukup waktu untuk merealisasikan penambahan
target PAD sebesar Rp. 835.000.000,- seperti yang tertuang pada P-APBD
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan pada penjelasan capaian diatas, indikator ini mencapai 78,44% dan
termasuk pada kategori Baik (B).

Secara terperinci, indikator pencapaian kinerja program dan kegiatan yang
dianggarkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 12 (dua belas) kegiatan dengan
indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :
1. Terpantaunya kegiatan pelayanan, pengalokasian dan pendistribusian surat-
menyurat selama 1 (satu) tahun.

. Terpenuhinya kebutuhan jasa telepon, listrik dan air kantor selama 1 (satu) tahun.
. Tersedianya pejabat pengelola keuangan dan aset daerah selama 1 (satu) tahun

. Tersedianya peralatan dan kebersihan kantor selama 1 (satu) tahun.

. Tersedianya alat tulis kantor selama 1 (satu) tahun.

. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor selama 1 (satu) tahun.

. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1
(satu) tahun.

No o s wwN

8. Tersedianya bahan bacaan berupa media massa lokal dan nasional selama 1 (satu)
tahun.

9. Tersedianya makanan dan minuman rapat kantor selama 1 (satu) tahun.

10, Terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah selama 1 (satu) tahun.

11. Tersedianya tenaga kontrak sebanyak 3 (tiga) orang.

12. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah selama 1 (satu) tahun
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B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 7 (tujuh) kegiatan dengan indikator
pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

. Tersedianya Peralatan Kantor sebanyak 33  tiga puluh tiga ) unit.

. Terpeliharanya Kenderaan Dinas /Operasional selama 1 (satu) tahun.

. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

. Tersedianya Perlengkapan Kantor sebanyak 26 (dua puluh enam ) unit.

. Terlaksananya Pembuatan Loket Pelayanan dan Pengaduan sebanyak 1 (satu) unit.

. Terlaksananya Pembuatan jerajak besi dibelakang Gedung Kantor sebanyak
1 (satu) unit

® N ;A w N

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan pengadaan mesin absensi sebanyak 2 (dua)
unit.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur yang tepat guna
dan hasil guna setelah mengikuti berbagai pelatihan. Untuk tahun 2017, Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli
Utara menugaskan 14 (empat belas) aparatur.

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan (tiga) kegiatan dengan indikator
pencapalan target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
sebanyak 1 (satu) laporan.

2. Tersusunnya laporan keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 1 (satu) laporan.
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3. Tersusunnya laporan realisasi penerbitan izin bulanan dan tiwulan sebanyak 16
(enam belas) laporan.

F.  Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan dengan indikator
pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :
1. Terlaksananya Persiapan Penerapan Sistem Informasi Perizinan Elektronik.
2. Terlaksananya Sosialisasi Informasi Perizinan dan Non Perizinan.

3. Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi SPIPISE dan SIPID

G. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pelayanan Perizinan
Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 5 (lima) kegiatan dengan indikator
pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :
1. Tersedianya Jasa Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan.

. Tersedianya Jasa Pembina dan Tim Teknis Perizinan.

. Terlaksananya monitoring kepemilikan izin selama 1 (satu) tahun.

. Terlaksananya Penyusunan SPM /SPP

oo ow N

. Tersedianya Plang IMB sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar dan Sticker IG
sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar.

H. Program Penanganan Pengaduan Masyarakat
Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan dengan indikator
pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Terdatanya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan selama 1
(satu) tahun.

1. Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Perizinan
Program ini telahr disusun dan ditaksanakan? (satu ) kegiatan dengan kegiatan
Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Pasca Penerbitan Izin selama 1 (satu)
tahun.

1. Terlaksananya Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Pasca Penerbitan izin
selama 1 (satu) tahun.
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3.2.

Program Pengembangan, Promosi Dan Kerjasama Investasi
Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan dengan indikator
pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Terlaksananya Inventarisasi Potensi Investasi di Kabupaten Tapanuli Utara.

2. Terlaksananya Pembuatan Alat Peraga dan Bahan Promosi Investasi
K. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 5 (lima) kegiatan dengan indikator
pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

tahun.

~

investasi selama 1 (satu) tahun.

@

Modal

»

B

Realisasi Anggaran

Tersusunnya Draft Produk Hukum /Peraturan Daerah

Terlaksananya monitoring, pengawasan dan fasilitasi investasi selama 1 (satu)
. Terlaksananya koordinasi antar lembaga dalam rangka pengendalian pelaksanaan

Terlaksananya Evaluasi dan Analisa Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman

Terlaksananya sosialisasi kebijakan penanaman modal untuk 1 (satu) kali kegiatan.

Alokasi dan realisasi anggaran pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2017 dapat
dilihat pada tabel di bawah ini. Data tabel tersebut menjelaskan bahwa dari anggaran yang

diplot pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.784.114.500 realisasi
penyerapannya sebesar Rp. 1.563.932.182 (87,66%) atau terjadi efisiensi anggaran
sebesar Rp. 220.182.318 (12,34%).

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran

Sasaran

e Anggaran | Realisasi | -
o Strategis ®p) (Rp)
1| Terwujudnya  pelayanan | Program Pelayanan
perizinan yang prima di | Administrasi Perkantoran.
Kabupaten Tapanuli Utara |1. Penyediaan asa Surat-menyurat 4500000 | 4500000 | 100
| 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, 25.000.000 23528772 | 9412

T
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melalul peningkatan | Sumber Daya A dan Listrk T
Ketersediaan sarana dan |3 Penyediaan Jasa Administrasi | 22350000 | 21450000 | 9597
prasarana, kualitas sumber |  Kevangan
daya aparatur dan sistem |* Pevedian Jasa Kebersihan | 22800000 | 22800000 | 100
| kinerja yang baik Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 111426300 | 107780000 | 9673
6. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 50000000 | 34189500 | 6838
7. Penyediaan Komponen Instalast
Listrk/Penerangan  Bangunan | 15000000 | 14998000 | 99,99
| Kantor
8 Penyediaan Bahan  Bacaan
Perundang-undangan 20000000 | 19820000 | 9945
9. Penyediaan Makan dan Minuman | 25000000 | 24948000 | 100
10. Rapatrapat  Koordinasi  dan
| Konsultasi ke Luar Daerah 100000000 | 99870116 | 99,87
11, Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap 43400000 | 43400000 | 100
12.Rapatrapat Koordinasi Dalam
Daerah 57475000 | 57150000 | 9943
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Peralatan Kntor 194435000 | 144479500 | 7431
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan  Perinan  Kenderaan | 50000000 | 48298185 | 9660
Dinas/Operasional
3. Pemelibaraan  rutin/berkala | 25000000 | 24941000 | 9976
sedung kantor
4 Pemeliharaan  Rutn/Berkala | 8500000 | 8479500 | 9976
Periengkapan Gedung Kantor
5. Pemelibaraan  Rutn/Berkala | 37500000 | 37381500 | 9968
Peralatan Gedung Kantor
6. Pengadaan Perlengiapan Kantor | 144190000 | 105667760 | 7328
7. Pembuatan Loket Pelayanan dan | 62070.000 |  60.000.000 | 96,63
Pengaduan
& Pembutan Jeraisk  Besi | 57030000 | 55000000 | 9644
dibelakang Gedung Kantor
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Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1. Pengadaan Mesin/Kartu absensi

£.000.000

7.260000

90,75

Meningkatkan _ kapabilitas
dan kualitas sumber daya

manusia

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatinan Formal

| 100.000.000

84856747

8486

Meningkatkan Kinerja
pelayanan kepada
masyarakat dan kepada para
| pelaku usaha di bidang
| perizinan

Program Peningkatan
Pengembangan sistem
Pelaporan  Capaian  Kinerja
Dan Keuangan
1. Penyusunan
Kinerja dan
Kinerja SKPD
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Ahir Tahun
3.Penyusunan Realisasi Penerbitan
Izin Bulanan, Triwulan

Laporan  Capaian
Tkhtisar Realisasi

5848.000

4530000

8599700

5738.000

4530.000

8599500

98,12

100

100

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

1 Persiapan  Penerapan
Informasi Perizinan Elektronik

2 Sosialisasi Informasi Perizinan
'Dan Non Perizinan

3.Penyediaan Jasa  Administrasi
SPIPISE dan SIPID

Sistem |

93.27400.000

49,000,000

30,000,000

90.195.157

39760000

28741485

9669

8114

9580

Program Penataan dan

Penyempurnaan  Kebijakan

Sistem dan Prosedur

Pelayanan Perizinan

1. Penyediaan Jasa Pengelolaan
Perizinan dan Non Perzinan

2. Penyediaan Jasa Pembina dan Tim
‘Teknis Perzinan

3. Monitoring Kepernilkan Lzin

4. Evaluasi Penyusunan SPM/SPP

5. Pembuatan Plang IMB dan Sticker
12in Gangguan

32.499.000

63.560.100

43878500
17.600.000

15.000.000

29.499.000

63150000

43850000
11745000

15.000000

9077

99.35

99,94
6673

100

‘Program ‘Penanganan

2%
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Pengaduan Masyarakat

LSurvey  Indeks  Kepuasan 13.800.000 13731750 | 99,51

Masyarakat
Program ‘Pengawasan,
Pengendalian dan  Evaluasi
Perizinan
1Montoring  Pengawasan dan
| Pengendalian Pasca Penerbitan | 1782900 | 17795750
| in 9981

| Program  Pengembangan,
Promosi  dan  Kerjasama

Investasi

1. Inventarisasi Potensi Investasi di | 20.000.000 3800000 | 19,00
Kabupaten Tapanuli Utara

2 Pembuatan Alat Peraga dan Bahan | 30.000.000 | 14430000 | 48,10
Promost Invsetasi

Program  Peningkatan _Ikiim

Investasi  dan  Realisasi

Investasi

1. Monitoring, Evaluasi, Pengawasan | 20,000,000 6320000 | 31,66
dan Fasilitast Investasi

2 Koordinasi Antar Lembaga dalam | 40000000 | 37170000 | 92,93
Pengendalian Pelaksanaan
Investast

3. Evaluasidan Analisa Penyampaian | 15000000 | 11390000 | 7593
Laporan Keglatan Penanaman

Modal

4Penyusunan  Drat  Produk |  40.000000 | 39998000 | 100
‘Hukum//Peraturan Daerah

5.Sosalisasi Kebijakan Penanaman | 40.000.000 | 27300000 | 68,25
Modal

JUMLAR 1784114500 | 1563612182 | 67,66
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5.1. Kesimpulan

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tapanuli Utara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan
pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Perizinan. Sesuai
dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014
- 2019, pada tahun 2017 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tapanuli Utara memiliki 5 (lima) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator
kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara, menunjukkan tingkat
keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :
a. Capaian lebih dari 100% (Sangat Baik) + 3 (tiga) indikator (42,86%).
b. Capaian 76% sampai dengan 100% (Baik) +4 (empat) indikator (57,14%).

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 sebesar 116,87%
dengan kategori Sangat Baik. Sedangkan dari segi pembiayaan program/kegiatan Tahun
Anggaran 2017, terealisasi sebesar Rp. 1.563.932.182 (87,66%) atau terjadi efisiensi
anggaran sebesar Rp. 220.182.318 (12,34%). Kami menyadari bahwa pembuatan Laporan
Kinerja ini masih banyak terdapat kekurangan penyerapan dana kegiatan, penyerapan
dana yang masih belum maksimal disebabkan kurangnya pengawasan atau koordinasi

pada bidang yang melaksanakan kegiatan tersebut untuk itu kritik dan saran sangat
diharapkan untuk penyempurnaan.
5.2. Saran

Guna mempertahankan dan/atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara, yang perlu
dilakukan secara umurm adalah :

a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP).
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Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan
perizinan kepada masyarakat.

Sedangkan upaya yang perlu dilakukan agar kinerja Dinas Penanaman Modal

Kabupaten Tapanuli Utara lebih baik dan akuntabel antara lain :

a.
b.

o

Melakukan re-orientasi terhadap program/k

tan yang kurang tepat sasaran.
Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen - dokumen perencanan dan kinerja.
Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan program /kegiatan.
Memberdayakan sumber daya yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu secara menyeluruh, efektif dan efisien.
Menguatkan komitmen dari seluruh unit/bidang kerja untuk meningkatkan kinerjanya
pada tahun mendatang.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan sumber daya yang ada,

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli

Utara berusaha memenuhi kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 ini. Demikian disampaikan
untuk maklum dan seperlunya.

Tarutung, Maret 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Drs. ANAS HASINTONGAN SIAGIAN
PEMBINA TK. I
NIP,19620610 199003 1007
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